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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Akhir-akhir ini  banyak orang membicarakan masalah  krisis
kepemimpinan. Konon sangat sulit mencari kader-kader pemimpin pada berbagai
tingkatan. Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan
prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar
pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas
praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan
yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana
diharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka
dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta
etos kerja dan moral yang tinggi. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah
digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian
wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan.
Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di
daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan dengan lebih
baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Namun dibalik itu semua telah muncul suatu pemikiran yang positif

yaitu munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi



total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi
adalah untuk menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan
pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good
governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan,
kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab
kepada rakyat.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari
suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa
keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana
partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam
perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut
berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam
mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri Selain sebagai
pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah
kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan
potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para
aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam
urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak
kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada
masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat
dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering menyulitkan masyarakat

ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas



serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya
kualitas pelayanan di Indonesia.

Dimana ini juga merupakan bagian akibat dari berbagai program
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun saat ini masih jauh sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu juga ada kecenderungan
ketidak adilan didalam pelayanan yang diberikan, dimana masyarakat yang
tergolong miskin akan sulit untuk mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas
dari pihak kelurahan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki uang akan lebih
mudah dalam menyelesaikan urusannya. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan
ketidakadilan ini terus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan
memunculkan potensi yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini
antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya
dan miskin dalam konteks untuk memperoleh pelayanan, peningkatan ekonomi
yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat merugikan bangsa Indonesia secara
keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang
Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang
berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi
menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap
masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk berbicara dan
mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri. Disini harus

dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak



dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan
masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi
lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma
pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang
sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan
yang berorientasi kepuasan masyarakat.Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 73 Tahun 2005 pemberian pelayanan diharapkan sebagai berikut :

1. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang
memfasilitas berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat.

2. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparatur kelurahan dan
masyarakat sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang

tinggi  terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.

3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.

4. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi
pada hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan
masyarakat.

5. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

6. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari
masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, yang telah dijadikan landasan yuridis
untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan
dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kelurahan dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Desa. Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut

adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip

demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta



memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah
masing-masing.

Perencanaan pembangunan didaerah kelurahan tidak dapat dipisahkan
dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam
keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat
dan memberdayakan pemerintah ditingkat kelurahan merupakan langkah dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam
program pembangunan kelurahan.

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta
dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional
maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada
roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka
diperlukan adanya suatu pemerintahan kelurahan yang tangguh dan didukung oleh
sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat. Pemerintahan kelurahan harus benar—benar siap dan
mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat
untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pemerintah  kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam
memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya.
Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan kelurahan yang tangguh dan
mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-



program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada
akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita—cita masyarakat yang adil dan
sejahtera.

Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui
program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal
ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan
yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan demikian
diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan dapat
meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Sekarang ini kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah
mengalami penurunan kualitas dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi
efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif)
maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat
dan masih memiliki berbagai kelemahan.

Pemerintah Kelurahan lalang disini berperan dalam perencanaan program
pembangunan didaerah harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan
masyarakat dan mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang
di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “ Peran
Kepemimpinan Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Administrasi
Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kelurahan Lalang

Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi”.



Identifikasi masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah di atas,

agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang

diteliti,maka perlu di identifikasi masalah yang terkait dengan judul di

atas, yaitu :

1.Peran kepemimpinan lurah

2.Tata kelola Administrasi pemerintahan yang baik (Good Governance)

3.Prinsip-Prinsip pokok good governance

4.Upaya Pemerintahan kelurahan dalam mewujudkan tata pemerintahan
yang baik (Good Governance)

Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan seperti yang tercantum dalam

identifikasi masalah, dalam hal ini untuk menghindari terjadinya

kesimpangsiuran penelitian sehingga mengakibatkan tujuan dan sasaran

tidak tepat ,maka penelitian ini dibatasi pada masalah yaitu : Upaya

Pemerintahan Kelurahan dalam mewujudkan tata kelola administrasi

pemerintahan yang baik (Good Governance)

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang akan diteliti dan harus

ada dalam penulisan suatu karya ilmiah, oleh sebab itu peneliti harus

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas dan terpusat maka

proses pemecahannya akan lebih muda.Adapun rumusan masalah dari

penelitian ini adalah :



1. Apa Peran Lurah dalam Mewujudkan Tata Kelola Administrasi
Pemerintahan yang baik menurut PP RI No.73 Tahun 2005 ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintahan Kelurahan dalam mewujudkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik (Good Governance) ?
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan
yaitu : Untuk Mengetahui Upaya Pemerintahan Kelurahan dalam
mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (Good
Governance)
F.  Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :
1.Menambah pengetahuan dan wawasan berfikir penulis, khususnya
bidang penelitian
2.Bahan masukan bagi mahsiswa dalam meneliti masalah yang sama pada
lokasi yang berbeda
3.Sebagai bahan informasi dan masukan bagi aparatur kelurahan dalam
melaksanakan tugasnya.

4.Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam menilai kinerja lurah.



